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TIENTANG

STANDAR BIAYA HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN
VAKSINASI CORONA VIRUS DISEASIE-19 (COVID-19) TAHUN 2021

DIENQGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA JESA
WALL KOTA PADANGSIDIMPUAN,

Menimbang @ a.  bahwa Vaksinasi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
merupakan strategi pengendalian pendemi Corona Virus
Disease 2019 secara cepat demi untuk pemulihan dalam
segala  scktor, maka pemberian  honorarium  dapat
dipertimbangkan untuk diberikan guna sebagai motivasi
kerjn Tim Pelaksana Kegiatan Vaksinasi Corona Virus
Discase 2019 (COVID-19);

. bahwa dalam rangka pemberian honorarium bagi Tim
Pelaksana Kegiatan Vaksinasi Corona Virus Disease 2019
(COVID-19) dapat berjalan efektif dan efesien perlu di atur
Standar Biaya,

¢. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, huruf b perlu menetapkan Peraturan Wali
Kota tentang Standar Biaya Honorarium Tim Pelaksana
Kegiatan Vaksinasi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
Tahun 2021.

Mengingat @ 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah
Penyakit Menular (Lembaran Nrgara Republik Indonesia
Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3272);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2001 tentang
Pembentukan  Kota  Padangsidimpuan (Lembaran Negara
Republike Indonesia Tahun 2001 Nomor 84, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 411 1);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4280);

o. Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan  Negara  (Lembaran  Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
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Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 66, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun
Perimbangan Keuangan ga
Pemerintah Daerah (Lemb
Tahun 2004 126, Tamb
Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 24  Tahun

Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

Undang-Undang  Nomor 11 Tahun
Kesejahteraan Sosial (Lembaran N
Tahun 2009 Nomor 12, Tamb
Republik Indonesia Nomor 4967);

Undang—Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
é44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
063);
Undang—Undang Nomor 23 Tahun 2014
Pemerintahan Daerah (Lembaran
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor S5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5607);

2007 tentang

2009 tentang

tentang

. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2021 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6570);

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013
tentang Tata Cara pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan belanja Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2018 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45
Tahun 2013 tentang Tata Cara pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan belanja Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 22?,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6267);

Peraturan Lemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
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Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Tenaga Kesehatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 173,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6391);

Peraturan Pemerintah Nomor 113 Tahun 2020
tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara Tahun Anggaran 2021(Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 266);
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun
2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020
tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa
tahun Anggaran 2020 dalam rangka Penanganan Pandemi
Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau menghadapi
ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional,
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 1781);

Peraturan Menteri Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021
tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka
Penanggulangan Pendemi Corona Virus Disease 2019 (CIVID-
19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
172);

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 30/KM.7/2020 tentang
Penggunaan Sebagian (Earmarking) Dana Alokasi Umum
atau Dana Bagi Hasil Dalam Rangka Dukungan Pendanaan
Program Vaksinasi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
HK.01.07/Menkes/4239/2021 tentang Pemberian Intensif
dan Santunan Kematian bagi Tenaga Kesehatan yang
menangani Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
HK.01.07/MENKES/4241/2021 tentang Petunjuk Teknis
Perencanaan, Penganggaran Pelaksanaan Vaksinasi Dalam
Rangka Penanggulangan Pendemi Corona Virus Disease 2019
(COVID-19) bersumber dari Dana Alokasi Umum dan Dana
Bagi Hasil Tahun Anggaran 2021;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
HK.01.07/MENKES/4638/2021 tentang Petunjuk Teknis
Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan
Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2016 tentang
Pembentukan Perangkat Daerah Kota
Padangsidimpuan (Lembaran Daerah Kota
Padangsidimpuan Tahun 2016 Nomor 05, sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun
2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota
Padangsidimpuan Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Pembentukan Perangkat Daerah Kota
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Padangsidimpuan (Lembaran Daerah Kota
Padangsidimpuan Tahun 2021 Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : STANDAR BIAYA HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN
VAKSINASI CORONA VIRUS DISEASE — 19 (COVID-19) TAHUN

2021

Pasal 1 ' ' .
Standar Biaya Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Vaksinasl
Corona Virus Disease - 19 (COVID-19) Tahun 2021

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang mgmpakm
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota 1ni1

Pasal 2
Standar Biaya Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Vaksinasi
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Tahun 2021
merupakan Standar Biaya Tertinggi dalam kegiatan
pemberian Vaksinasi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Pasal 3
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Vaksinasi Corona Vi(us
Disease-19 (COVID-19) Tahun 2021 diberikan terhitung sejak
bulan Maret 2021.

Pasal 4
Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku sejak tanggal
diundangkan.

Agar setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan  Peraturan  Wali  Kota ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padangsidimpuan.

Ditetapkan di Padangsidimpuan
Pada tanggal 20> @&absr2zen:\

WALI KOTA PADANGSIDIMPUAN,
Ttd.

IRSAN EFENDI NASUTION
Diundangkan di Padangsidimpuan
Pada tanggal 20 CWtober 221

vax, sesuai dengan aslinya
sPANA BAGIAN HUKUW,
SEKRETARIS DAERAH
KOTA PADANGSIDIMPUAN,
Ttd.

LETNAN

BERITA DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2021 NOMOR

Dipindai dengan CamScanner


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

